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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkal karunia-Nya kami bisa
menyvelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta dalam penvusunannya mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan
dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota Batam sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan untuk memacu
gerak dan langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk meningkatkan kinerja vang
lebth baik di masa mendatang, schingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus,
terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan vang akuntabel
dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun
2021-2026 telah diselaraskan dengan kebijakan vang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Batam tahun 2021- 2026. Selain itu juga diselaraskan dengan Kebijakan Kementerian
Teknis. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pimpinan Daerah, secara kongkrit
dijabarkan dalam bentuk program dan kepiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan
scgala polensi yang ada guna pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menjadi sermakin
tangguh dan memiliki daya saing vang tinggi.

Batam, 12 Desember 2022
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRD
KOTABATAM
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada hakeckatnya merupakan dokumen
perencanaan suatu Perangkal Daerah yang menentukan strategi, dan arahan kebijakan yang
digumakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya
termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan sasaran vang
diinginkan. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021 - 2026
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan peluang, kekuatan, kelemahan dan
ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikre Kota Batam
tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan koperasidan
usaha mikro vang terjadi di Kota Batam. Rencana Strategis koperasi dan usahamikro diperoleh
dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor ekonomi vang
terkait dengan koperasi dan usaha mikro, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 - 2026.

Alur proses penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu
kepada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 avat 1 pada Permendagri di atas
bahwa perencannan pembangunan Dacrah mencakup rencana pembangunan Daerah dan
rencana perangkal Daerah. Adapun pada pasal 11 ayat3 dijelaskan bahwa rencana perangkat
Daerah terdiri atas a) Renstra Perangkat Daerah; dan b) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perubahan int memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah
disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk
dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan gunamencapai
Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam. Hal — hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra
Perubahan Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hurul amemuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemernintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPIMD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang
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disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya
peningkatan kualitas serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Batam yang telah
diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam 2021 - 2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra
Perubahan Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjad: pedoman dalam penvusunan
dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (2) menjelaskan
bahwa dimana Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun
dengan tahapan:
4. persiapan penyusunan,
b. penyusunan rancangan awal;
C. PENyusUnan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daera”;
e. perumusan rancangan akhir, dan
f. penetapan
Dalam penyusunan tersebut rancangan Renstra Perubahan sesuai amanat
pasal 60 ayat(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perubahan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 aynt (2) kepada BAPELITBANGDA
untuk diverifikasi, dan pada pasal 60 avat (2) discbutkan "Venfikasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan
Rancangan awal RPJMD scbagaimana dimaksud pada pasal 57", Dalam Proses penyusunan
rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit

memuat:
a. Pendahuluan;
h. Gambaran pelayanan Perangkat Dacrah;
c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. Tujuan dan sasaran;
e. Strategi dan arah kebijakan;
I, Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
h, Penutup.

[ibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada

gambar 1.
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Gambar 1
proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah
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(Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)

1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan

Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatanmasyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan dava saing dacrah.
Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

a. Teknokratik;

b, Parlisipatif}

¢. Politis; dan

d. Atas-bawah dan bawah-atas

Perencanaan Dacrah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakupkondisi
geogralis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan,
pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnva sesuai
dengan kebutuhan.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, secara subtansi Renstra
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini mengacu arah kebijakan RPIJMD Kota Batam
Tahun 2021 - 2026 juga mengacu Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Kepulauan
Riau dan Renstra Kementerian Kopcrasi

dan UKM RI serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti dokumen
RTRW dan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, Hal ini dilakukan sebagai upava untuk
mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang,
menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten/Kota. Propinsi maupun

Bl e
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Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, reliable,
dan implementatif. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah

1ni.

Gambar 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran
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Sebagaimana tampil dalam Gambar 1.2 di atas Renstra Perangkat Daerah akan menjadi
pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah vang dalam penyusunanannya harus
mengacu kepada dokumen RKPD. Dimana kesemua perencanaan ini nantinya akan mengarah
kepada penyusunan RAPBD untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam 2021-2026 adalah sebagaiberikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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10.

11.

13.

14.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemenntah Nomor & Tahun 2008 tentang lahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstransi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang temtang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulavan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Dagrah Provinst Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penvusunan Rencana
Pembangunana Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunana Daerah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1. Tambahan Lembaran
Naerah Kaota Batam Nomor 37);
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15.  Peraturan Daerah Kota Batam Nomor | Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah vang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah KotaBatam Tahun 2010 nomor
|. Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomaor 67);

16. Peraturan Daerah Kota Batam NMomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013

Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batan Nomor 108);

18.  Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Dinas Tenaga Kenja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472).

19.  Peraturan daerah No. 7 Tahun 2021 tentang RPIMD Kota Batam 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud disusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

a. Menyediakan satu pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 35 (lima) tahun
kedepan dalam rangka mencapai visi,misitujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub
kegatan.

b Memperkuat landasan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunanDinas Koperasi
dan Usaha Mikro.

1.3.2 Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

a) Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggungjawab sesvai tugas danfungsi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang sesuai dengan visi dan misi serta arah
kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan di bidang koperasi dan usaha Mikro pada
Jjangka menengah dengan rencana kerja tahunan

¢) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pembangunan dibidang koperasi danusaha
Mikro beseria alokasi penganggaran indiktif.

d) Menyediakan panduan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dibidang koperasi
dan usaha Mikro dengan semua pihak pemangku kepentingan (Stakeholders),

¢) Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang di

bidang koperasi dan usaha Mikro di Pemerintah Kota Batam.
T e e
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1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai
berikut;
BAB| PENDAHULUAN
.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Stroktur Orpanisasi Dinas KUM
2.2 Sumber Daya Dinas KUM Kola Batam
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas KUM Kota Batam
24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DinasKUM Kota
Batam
BAB lll PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelavanan Dinas KUM Kota Batam
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dacrah dan wakil
kepala daerah Terpilih
33  Telaahan Renstra K/L dan Renstra
34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
35 Penentuan [su-lsu Strategis
BABIV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KUM Kota Batam

BABYV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernvataan stratcgi dan

arah kebijakan Dinas KUM dalam lima tahun mendatang

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini bensi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha MikroKota
Batam Tahun 2021-2026.

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Batam mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIJMDKota
Batam Tahun 2021-2026,

BAB VIl PENUTUP
e e —— e
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok. Fungsi dan
Uraian Tugas Badan Daerah, susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kola Balam
terdiri dari:

Y

Kepala

Sekretariat / Sekretaris

Bidang Izin Unit Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan
Bidang Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

¥ XN N ¥ W

1. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan
kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan
aset serfa pengkoordinasian tugas-tugas dibidang, untuk menyclengearakan fungsi, Sekretaris
mempunyai uraian tugas:

a.  merumuskan program dan rencana kerja kesckretariatan berdasarkan
kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b.  merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas,

c¢. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan
analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas.

d  melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan
penvelenggaraan tugas-tugas di Bidang,

e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas.

f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan
perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan
masyarakat.

g menyelengparakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penctapan Rencana
Kerja Daerah di lingkunganDinasyang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPIPD)., Rencana Pembanpgunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA)

dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuanPeraturan
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Perundang-undangan,

h.  menyelengparakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan
Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerjalnstansi Pemerintah (LAKIP)
dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) danprogram
Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.

J. memeriksa, memaral dan / atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya sesuai T'ata Naskah Dinas,

k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP).
dan Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas.

I.  menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.

m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretanatan.

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah  Provinsi
danPemerintah Pusat.

0. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatansebagai bahan
pertanggung jawaban kepada atasan.

p. melaksanakan tugas lain dan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinva berdasarkanketentuan
peraturan perundangan,

Dalam pelaksanaan tugas dan funpsinya scbapaimana dimaksud, Sekretariatmembawahi
heberapa Kepala Sub Bagian

A. Sub Bagian Penyusunan Program
Uraian Tugas:

a  menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkupSub
Bagian Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnva.

b.  membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi
bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c.  mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan
Program agar sasaran tetap terfokus.

d.  memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tgas Sub Bagian
Perencanaan Program.

e.  menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai pedoman pelaksanaan Program dan
Kegiatan [Jinas.

. menyrapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan

sistem informasi pembangunan di lingkungan Dinas.
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g menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung pada Dinas.

h.  mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administasi umum dan publik, serta
bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan
dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas.

i.  Menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dekumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LEKPJ) Walikota

1. menvusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah  (LLAKIP). laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (1.LKPI), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ([PPD) Dinas.

k. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan percncanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja.

l.  memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sckretaris vang berkaitan dengantugas
Sub Bagian perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan.

m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan
Kebijakan Kepala Dinas.

n.  menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas  dan membuat
laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

0. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan,
membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran

q.  melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik
(SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan
Program.

r.  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD. Pemerintah Provins: dan Pemerintah
Pusat.

s, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

t.  melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan.
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B. Sub Bagian Keuangan
Uraian Tugas :

a  menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dantugasnya
berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris.

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi sertapotensi
bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

¢. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub BagianKeuangan
agar sasaran tetap terfokus.

d. menganalisis bahan kebijakan teknis Sckretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

¢. memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas.

£ menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan.

¢ melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran.

h.  melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas.

1. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU). Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

J.  menyusun dan / atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan
Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah.

k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkunganDinas.

I menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan
Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu BendaharaPengeluaran, Sekretaris
Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas.

m. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

n.  membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang penatausahaan keuangan.

o. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas.

p.  melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar PelayananPublik (SPP),
dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan.

q  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi danPemerintah
Pusat.

r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan SubBagian
Keuangan,

s.  melaksanakan monitoring, evaluasi  dan pelaporan  pelaksanaan  tugas

danmempertanggungjawabkan kepada Sekretaris,

e L e = =i e e L
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L melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkanketentuan
peraturan perundangan.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas:

4. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian scbagai
pedoman pelaksanaan lugas.

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

¢. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan
administrasi kepegawaian.

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi sertapotensi
bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub BagianUmum dan
kepegawalan agar sasaran letap terflokus,

f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan
dokumentasi serta kearsipan.

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskahdilingkungan
Dinas.

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Dinas.

1. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor,

J. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor. kendaraan
Dinasdan aset lainnya.

k. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan
Dinas, meliputi: pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan
perlengkapan pada Dinas.

l. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-
undangan di lingkungan Dinas.

m, melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan adminisirasi kepegawaian
vang meliputi: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi
data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji
berkala, pension dan cuti pegawai, kartupegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum,

Asuransi Kesehatan Pegawai,

Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izinbelajar
dan tugas belajar, ujian dinas / ujian penyesuaian ijazah, izin penceraian, pengelolaan
administras: perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

n. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan

RENSTRA RERLBAREAN OINAS KORERAN [AN USAKA MIKRD KOTA BATAM 11-5



struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas.

0. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi: analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana
kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.

p. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai,
daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

g. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata MNaskah untuk ditandatangani pimpinan.

r, membuat telaaban staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan
kepegawaian.

5. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar PelavananPublik (5PP),
dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemenntah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

u, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan SubBagian
Umum dan kepegawaian.

v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan fugas dan
mempenanggungjawabkan kepada Sekretaris.

w. melaksanakan tugas lain dan atasan sesuai fugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan,

2. Bidang ljin USP ] KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan

Uraian Tugas:

a  merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang [zin Usaha Simpan Pinjam(USP)
/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan vang berbasis kinerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan feknis di Bidang
lzin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan
Pemeriksaan.

¢. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)

/ Koperasi Simpan Pimjam (KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesual dengan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien.

e. Melaksanakan penerbitan Izin usaha simpan Pinjam bagi koperasi sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

. Menyusun bahan, membuat konsep, mengkaji ulang konsep. dan menentukan kebijakan
pembukaan lzin kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
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g. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan unit simpan Pinjam dan  koperasi simpan
Pinjam,

h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan
Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

i. merumuskan Standar COperasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) /
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pengawasan, dan Pemeriksaan.

J.  melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat,

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menvusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang
lzin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan
Pemeriksaan.

. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kabid ljin
USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi beberapa Kepala Seks :

A. Seksi ljin USP | KSP
Uraian Tugas:

a, memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Izin USP / KSP yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penctapan kinerja Seksi lzin USP / KSP.

¢. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi lzin USP /
KSP.

d  menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana programyang
telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam dan koperasisimpan
pinjam.

f.  Memverifikasi dan mengkoordinasikan bahan Izin usaha simpan Pinjam dan koperasisimpan
Pinjam.

g Melaksanakan pembinaan koperasi simpan Pinjam dan unit simpan Pinjam koperasi
mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP).dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi lzin USP/KSP.

. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat,
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J. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatanSeksi
lzin USP / KSP.

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatanSeksi lzin
USP /KSP.

I, melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan.

B. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
Uraian Tugas:

a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan yang berbasis
kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan SeksiPengawasan
dan Pemenksaan,

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana programvang
telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan unit simpan pinjam dan koperasi simpanpinjam.
menganalisis data dan jumlah unit simpan Pinjam dan koperasi simpan Pinjam

g mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h. menyusun Standar Operasional Proscdur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.

1. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

j.  menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi
Pengawasan dan Pemeriksaan.

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi
Pengawasan dan Pemeriksaan.

I Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan,

C. Kepala Seksi ljin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas
Uraian Tugas:

a.  memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b.  memproses dan menyusun penetapan kinerja Scksi lzin Kantor Cabang, Cabang Pembantu
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dan Kantor Kas.

¢. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Izin
kKantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang
telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif’ danefisien.

e. melaksanakan verifikasi terhadap bahan persyaratan dalam pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan kantor kas.

I, melaksanakan peninjauan lapangan dalam penilatan kelayakan pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan kantor kas.

g. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h.  menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelavanan Publik (SPP), dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kasi Penilaian Kesehatan TSP,

i melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.

J. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatanSeksi
Kasi Penilaian Kesehatan USP.

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatanSeksi
Kasi Penilaian Kesehatan USP.

. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan
ketentuan peraturan perundangan.

3. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam
Uratan Tugas :

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penilaian Kesehatan Usaha
Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam vang berbasis kinerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di
Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam

¢. merumuskan penyusunan penectapan kinerja Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan
Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

d menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan scsuai dengan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien.

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan unit simpan pinjam dan koperasisimpan
pinjam

£ Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan unit simpan pinjam dan koperasi simpan

Pinjam serta pemisahan laporan keuangan simpan pinjam
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g mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannva scsuai dengan
Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan
Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

i.  melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat

J.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang
Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

k. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kelentuan
peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud. Kabid Penilaian
Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam membawahi beberapa Kepala
Seksi:

A. Seksi Penilaian Kesehatan USP
Uraian Tugas:

a.  memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam yang
berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan
Pinjam.

¢ merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan seksi Penilaian
Keschatan Usaha Simpan Pinjam,

d.  menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

Melaksanakan verifikasi data penilaian kesehatan unit simpan pinjam.

Melaksanakan pemisahan laporan keuangan unit simpan pinjam,

Menyusun data kesehatan unit simpan pinjam.

mengonsep dan‘atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup

o oo

kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

menyusun Slandar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayvanan Publik (SPP). dan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Scksi Penilaian KesehatanUsaha Simpan Pinjam.

J.  melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.

| melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi
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Penilaian Keschatan Usaha Simpan Pinjam.
m. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

ketentuan peraturan perundangan.

B. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
Uraian Tugas:

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam,

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan seksi Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.

d menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah
ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

e. melaksanakan verifikasi data penilaian kesehatan koperasi simpan Pinjam.

. Menyusun data kesehatan koperasi simpan Pinjam.

g mengonsep dan / alau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam.,

1. melaksanakan hubungan kerja fungsional denpan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat

J-  menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam,

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan
seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.

I.  melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan.

C. Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP / KSP
Uraian Tugas

a.  memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan
Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam yang herbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

h.  memproses dan menyusun penctapan kinerja Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha

RENITIA PERLIGAT AN DYNAS NOPCRASH DA LISANG MIERD KOTA BATAM [E-1



Simpan Pinjam / Koperast Simpan Pinjam.

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Evaluasi,
Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah
ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Melaksanakan pemantavan dan evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan bidang umt simpan
Pinjam dan koperasi simpan Pinjam.

f. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tuhsan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

g, menvusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelavanan Publik (SPP). dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha
Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

h, melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

1. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penvajian data hasil kegiatan Seksi
Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menvusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi
Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP / KSP.

k. Melaksanakan tugas lainnya dan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Uraian Tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan diBidang Pemberdayaan danPerlindungan
Koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan tekms di
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

¢. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai denpan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien.

¢. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan keperasi.

. Memfasilitasi bimbingan teknis pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi.

g. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannva sesuai dengan
Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan
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Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi.

i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

J. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,

k. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinyva berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi membawahi beberapa Kepala Seksi:

A. Kepala Seksi Kelembagaan
Uraian Tugas:

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kelembagaan yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Kelembagaan.

¢. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan seksi
Kelembagaan.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai denpan rencana programyang

telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektf dan efisien.

melaksanakan pemberdayaan koperasi,

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.

melaksanakan penyuluhan dan penerangan perkoperasian kepada masyarakat.

melakukan verifikasi berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan

= oo

pembubaran koperasi.

N

melaksanakan pemeriksaan pendafiaran akia-akta koperasi.
J. menerbitkan tanda daftar umum koperasi.

k. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan,

|. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP).dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Kelembagaan.

m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat

n, menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatanSeksi
Kelembagaan.

o, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatanseksi

e e e e e e e
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Kelembagaan,
p. Melaksanakan  tugas lwminnva dari atasan  sesuai  tugas  pokok dan
fungsinyaberdasarkan ketentuan peraturan perundangan

B. Kepala Seksi Usaha Koperasi
Uraian Tugas:

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Usaha Koperasi yang berbasis kinerja scbagai
pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja SeksilUsaha Koperasi.

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan seksiUsaha
Koperasi.

d menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana programyang

telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi.

melaksanakan fasilitasi peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi

melaksanakan fasilitasi usaha koperasi.

@™o

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama / kemitraan antar koperasi dan badanusaha

lainnya.

1. mengonsep dan / atau mengoreksi susuman dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

J. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOF), Standar Pelayanan Publik (SPP)dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM) pada lingkup Seksi Usaha Koperasi.

k. melaksanakan hubungan kepa fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.

. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatanSeksi
Usaha Koperasi.

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menvusun pelaporan tugas dan kegiatanSeksi
Usaha Koperasi.

n. melaksanakan tugas lamnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

ketentuan peraturan perundangan,

C. Kepala Seksi Perlindungan Koperasi dan Data
Uraian Tugas:
a  memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Perlindungan Koperasi vang berbasis kinerja
schagai pedoman pelaksanaan tugas.
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b. memproses dan menyusun penctapan kinerja Scksi Perlindungan Koperasi.

¢. merancang dan menylapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi
Perlindungan Koperasi.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang

telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif danefisien,

menganalisis data dan jumlah koperasi.

Melaksanakan perencanaan teknis perlindungan koperasi.

Melaksanakan operasionalisasi perlindungan koperasi.

T m otho®

Mengelola sistem informasi dan pelayanan data perlindungan koperasi,
Membuat data keragaan koperasi.

J. mengonsep dan‘atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan,

k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Perlindungan Koperasi,

l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.

m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegatan Seksi
Perlindungan Koperasi.

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi
Perlindungan Koperasi.

0. melaksanakan tugas lainnya dan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan,

5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Uratan Tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan 1saha Mikro.

c.  Merumuskan Penyusunan penctapan kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Usaha Mikro.

d.  menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien.

e. merumuskan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi jaringan usaha dan informasi bisnis usaha mikro
serta melaksakan bimbingan dan pembinaan kemitraan antara pengusaha besardan usaha

mikro.
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g mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan
Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h.  merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP). dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Usaha Mikro.

1. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusal.

J.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kcgiatan di Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro,

k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan

peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebapaimana dimaksud, Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi beberapa Kepala Seksi

A. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
Uraian Tugas:

a.  memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis seksi Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang berbasis
kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproscs dan menyusun penetapan kinerja seksi Pemberdavaan dan Usaha Mikro.

¢. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan seksi
Pemberdayaan dan Usaha Mikro.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana programyang
telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sektor non formal,

£ memfasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya.
menyelenggarakan temu usaha dalam penciptaan jaringan usaha.

h,  melakukan verifikasi dan pendataan usaha mikro,

1. melaksanakan pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro,

j.  Menginventarisasi dan menganalisis kebijakan serta penyiapan rencana pengembangan sistem
pendukung usaha mikro.

k. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

I menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelavanan Publik (SPP), dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup seksi Pemberdavaan dan UsahaMikro.

m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.
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n.  menghimpun, mengolah dan menganalisa data serla penyajian data hasil kegiatan seksi
Pemberdayaan dan Usaha Mikro.

0. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan seksi
Pemberdayaan dan Usaha Mikro.

p. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinva berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan

B. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro
Uraian Tugas:

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengembangan Usaha Mikroyang berbasis
kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

¢. merancang dan  menyiapkan  bahan  koordinasi dan  konsultasi
pelaksanaanPenpembangan Usaha Mikro.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesual dengan rencana programyang
telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan elisien.

¢. mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usahamenjadi
usaha kecil.

Melaksanakan fasilitasi hak aktualisasi kekayaan intelektual, sertifikasi halal

=

h. Melaksanakan bimbingan teknis serta pembinaan dan pengembangan usaha mikro.

1. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kemitraan antara pengusaha besar denganusaha
mikro,

J.  Melaksanakan publikasi, promosi, dan informasi bisnis usaha mikro.

k. Melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi serta sistem komunikasi didalam
Pengembangan Usaha Mikro.

I Mengkoordinasikan pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan dan pengembangan serta pendataan usaha mikro.

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Peleyanan Publik (SPP), dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengembangan Usaha Mikro,

n, melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat

0. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi
Pengembangan Usaha Mikro.

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi
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Pengembangan Usaha Mikro,
q melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

ketentuan peraturan perundangan.

C. Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro
Uratan Tugas:

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan
perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Fvaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data
Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan lugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Evaluasi. Monitoring, Pelaporan, dan Data
Usaha Mikro.

¢. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Evaluasi.
Monitoring, Pelaporan, dan Data [Jsaha Mikro.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah
ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Melaksanakan pengumpulan basis data serta analisa pengembangan di bidang Usaha Mikro.

f. Melaksanakan pengawasan terhadap [zin Usaha Mikro Kecil (TUMK).

g mengonsep dan ( atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data
Usaha Mikro,

1. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat,

J. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi
Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro.

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatanSeksi
Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro.

l. melaksanakan  tugas lainnya dari atasan  sesuai  tugas pokok dan
fungsinyaberdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Batam
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2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada tahun 2022
mencapai 45 orang, dengan rincian 39 orang berstatus PNS dan 6 orang Non PNS. Dari total
tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak
6 orang, Diploma sebanvak 2 orang, Sarjana (81) sebanyak 24 orang, sedangkan Magister (52)
scbanyak 7 orang Sedangkan Non PNS pendidikan SMA Sederajat sebanyak 3 orang,
berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 3 orang dan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 3 orang
dan berikut disampaikan komposisi jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikandi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

PNS Non PNS
No Tingkat Pendidikan Jumlah
5 { 55 P L P y
|
i 1 SD Sederajat 0 0 ] 4] 0
B SMP Sederajat 0 0 0 0 0
3 SMA Sederajat 4 2 3 0 9
| —
4 | D3 | | 0 | o0 2
5 | D4 1 0 TR R 1
6 51 5 1% 2 1 26
T 82 6 1 0 0 7
8 81 0 0 0 0 0
Jumlah 17 a2 5 1 45

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Kondisi im menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup

kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan vang

lebih tinggi. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin komposisi jumlah pegawai di lingkungan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro vaitu laki — laki sebanyak 48.8 persen dan perempuan sebanyak

51.1 persen.
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawni Berdasarkan Jenis KelaminDinas

Koperasi dan Llsaha Mikro
Kota Batam
No Uraian Jumilah PNS ’“”’fﬁ;@"“ Total
1 Laki-Laki 17 5 ‘ 27
2 Perempuan 72 | [ 23
Jumiah
Sumber ; Sekretaniat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kola Batam
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Koperasi dan Usaha MikroKota
Batam
Mo Golongan L i Tumilah
i Golongan 1T 5 I 6
2 Ginlongan 111 5 20 25 B
3 Gﬂiﬂﬂgﬂﬂ IV & i 7
Jum.lab 16 _ ;ZE 38

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Batam berdasarkan golongan adalah golongan Il sebanyak 6 orang, golongan 11T
sebanyak 25 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memiliki tenaga konsultan pendamping
vang ditempatkan pada PLUT Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk mendukung
pelayvanan pada bidang Kelembagaan, Sumber daya manusia, Produksi, Pemberdayaan dan
Pemasaran bagi masyarakat Koperasi dan [saha Mikro.

2.2.1 Sarana dan Prasarana Aset Tetap
Sedangkan untuk aset tetap vang dimiliki Dinas Koperast dan Usaha MikroKota
Batam sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.4
Jumlah Aset Tetap di
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
e
No Usaian Satwan | Vol i
Baik Telek
Tanah kantor Dinas Koperasi dan 3 :

! | UsshaMikro | ® s B |
2 | Gedung PLUT Kota Batam M’ 5000 | Baik i

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
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Berdasarkan data scbagaimana terscbul pada tabel 2.4 di atas, hal vang perlu
diantisipasi kedepan adalah Pemeliharaan, penataan, dan pengelolaan aset daerah untuk
melaksanakan ketentuan avat (2), dan ayat (3) Pasal 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
harus fokus pada urusan wajib Non Pelayanan Dasar bidang Koperasi, dan Usaha Mikro.

2.2.2 Aset Bergerak
Sedangkan untuk aset bergerak vang dimiliki Dinas Koperasi dan UsahaMikro
Kota Batam sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah
Aset Bergerak di
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

_ : Kondisi
No Uraian Satuan Vol Baik Rusak
" | Berat
1 | Kendaraan bermotor roda 4 Unit 5 4 1
2 | Kendaraan bermotor roda 2 Unit - = -

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Selain aset tetap dan asel bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan
pelayanan bagi masyarakat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam juga memiliki
berbagai aset pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Buku Aset Dinas.

2.2.3 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Analisis kebutuhan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan kebutuhanriil kantor
dan kondisi sumber daya yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. Masih diperlukan perbaikan gedung untuk ruang pelayanan;

b. Jaringan internet yang lebih lancar untuk pelayanan online;

c. Pegawai dengan keahlian bidang koperasi dan Usaha Mikro, penyuluh koperasi,pemeriksa
koperasi, dan pranata computer:

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan dan perlengkapan kantor sepertilaptop,
komputer, dan printer;

e. Pengembangan ruang pelayanan publik dan anjungan informasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
2.3.1. Urusan Koperasi
Peningkatan jumlah koperasi di Kota Batam disertai dengan peningkatan

periumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang
BBt R S e e e )
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dilakukan oleh Pemenntah Kota melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pada tahun
2016 jumlah anggota koperasi di Kota Batam sebanyak 13.100 orang, pada tahun 2017
jumlah anggota koperasi juga meningkat menjadi 17.200 orang, serta ditahun 2018
jumlah anggota koperasi mencapai 15.733 Orang, selanjutnya pada tahun 2019 jumlah
anggota koperasi meningkat menjadi 26100  tahun 2020 meningkat menjadi
36.507 sementara pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan yaitu 2021 25.000
orang dan 2022 17608 orang disebabkan karena banyaknya koperasi vang tidak
beroperasi lapt karena covid 19 orang Secara  rinci  pertumbuhan anggota
koperasi dapat dilihat pada Tabel berikut,
Tabel 2.6

Pertumbuhan Anggota Koperasi
Tahun 2016 - 2020

Uraian 2018 2017 2018 2019 2020

umiah anggotakioperisi 13.100 17.200 15.733 26.100 36,507

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Pembinaan vang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dapat ditunjukkan dengan jumlah koperasi aktif Pada tahun 2016 jumlah
koperasi di Kota Batam adalah sebanyak 982 koperasi dengan koperasi aktif sebanvak 222
koperasi. Sedangkan pada tahun 2017jumlah koperasi di Kota Batam adalah sebanyak 988
koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 224 koperasi, pada tahun 2018 jumlah koperasi
meningkat menjadi 1010 koperasi dengan jumlah koperasi akul sebanyak 228 koperasi.
Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyakl1014 koperasi
dengan koperasi akuf sebanyak 230 koperasi dan di tahun 2020 jumlah koperasi menurun
menjadi 899 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak
235, Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.7
Persentase Koperasi Aktif Kota Batam Tahun 2016 - 2020
'iﬂ.'i' Uraian | 2016 _Egju_ 2018 | 2019 | 2020
| | Jumlah koperasi 982 ‘:;ﬂﬂ | 1010 1014 899
3| Jurlsh kopenss aktif | 222 a4 | 228 230 235
3 | Persen hoperasi akiff 23 % 23% 24% 23% 26%

Surir:ben Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2022
Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperast aktil pada tahun
2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah
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volume usaha koperasi adalah sebesar 240,310,486 juta dari 222 koperasi, pada tahun 2017,
volume usaha koperasi meningkat menjadi 112,503,553,626 milvar dari 224 koperasi, di tahun
2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 86,934,125.323 milyar dani 228 koperasi.
tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 218,401,065 307 milyar dari

230 koperasi, dan tahun 2020 volume usaha koperasi meningkat menjadi
259.515.461,246 milvar dari 235 koperasi. Pada Secara rinci rasio volume usaha

koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.8

Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah
Koperasi Aktif Kota Batam

Tahun 2016 = 2020
Uraian, 2018 2017 2018 2019 2020
tf:'}ﬁh S 122 224 aiE 230 | 25
K1T | I
Volume Usshs | 240310486 [112.503.553 86,934,125,  [218,401,065, | 259.515.461.2
KoperasiAktif 626 323 307 | 46

" Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2020

2.3.2 Urusan Usaha Mikro
Pertumbuhan Usaha Mikro yang ditunjukan dengan peningkatan jumlah usahamikro
dengan nincian pada tahun 2018 bertambah sejumlah 94 pelaku usaha, ditahun 2019
bertambah sejumlah 23 dan pada tahun 2020 bertambah sejumlah 232
Fluktuasi pertumbuhan usaha mikro, dapat disebabkan ada usaha vang tutup dan
adapula yang tumbuh baru. Persentase usaha mikro vang dibina tertinggi di Kota Batam
mencapai sebesar 60 %o.

Dalam upaya pemberdavaan dan pengembangan vsaha mikro di Kota Batam, Pemerintah
Kota Batam tclah melakukan pembinaan antara lain Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan
Packaging, Fasilitasi Pemasaran produk baik secara online maupun ofline, serta
pendampingan Usaha.

Secara rinci presentase pertumbuhan usaha mikro Kota Batam dapat dilihat pada

tabel berikut.
Tabel 2.8
Persentase Usaha Mikro Kota Batam
Tahun 2017 - 2020
No Uraian 2017 2018 | 2019 2020
y  pumah Usaie Mikeo 1077 7| 1194 1462
Persentage Usaha ik .
2 R <k it 26% 3595 47% 0%

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
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Kondisi ini menunjukkan perlu adanya peningkatan fasilitasi dalam promosi produk
usaha mikro, sehingga mampu meningkatkan omset penjualan produkusaha mikro.Capaian
kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

selama kurun waktu tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dan sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementrian Koperasi dan Usaha
Mikro, maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Batam dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro

2. Tingginya perhatian pemerintah  dan animo masyarakat  untuk
pengembangan produkiifitas koperasi dan UMKM

3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif

4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat

regional nasional dan internasional
5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro
6. Kemampuun daya saing dan semangal kewirausahaan pelaku usaha mikro

Berkaitan dengan hasil Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi
danlJsaha Mikro Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan analisa Sasaran didapat sebagai
berikut pada tabel benlkut,

Tabel 2.12

Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD terhadap Sasaran Renstra PD
Provinsi dan Renstra K/L

NO. | Sasaran Renstra | Indikator Sasaran Sasaran pada Sasaran pada Renstra
PD Renstra PD Renstra PD Kementerian
- _ ___ Provinsi
1. | Meningkatnya Partumbuhan Menunbuhkan Mewujuckan Koperasi
peran Koperasi dan | Omzet Koperasi Koperasi yang sshat | Yang Berdaulat, Mandiri,
L=aha Mikro dalam dan aktif Maju dan Modern
Perekonomian Pertumbuhan Meningkatkan Mewujuckan UMKM yang
daerah Omzet Usaha Mikro | kapasitas UKM berdaulat dan mampu
sebagal usaha yang | bersaing dipasar domestik
, berkelanjutan
2 Meningkatnya Partumbuhan Meningkatkan daya Meningkatnya wirausaha
Paran Usaha Pelaku Usaha saing koperasi dan baro dengan usaha yang
Mikra Ekonomi Mikre Ekonomi LIMKM layak dan berkelanjutan
Kreatif dalam Kraatif
Perekonomian
| Kota batam

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

PPengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnva
disebut UUMEM, dalam konteks Tata Ruang Kota, terkait Lokasi dan strategi pengembangan
perlu diselaraskan dengan Visi dan Misi pembangunanKota Batam sesuai dengan RPIMD
2021-2026 “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern
dan Sejahtera”. tersebut terdapat beberapa misi
penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam periode 2021-2026 sebagai berikut:

Untuk mencapai visi



1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan
kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan

keunggulan wilayah.

[

Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur,
utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai
tata ruang.
3, Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak

mulia.
4, Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinferland untuk pemerataan

dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerntah yang baik, responsif, efektif dan efisien
s berbasis teknologi informasi dalam menlngkatkan Eelayanan kepada masyarakat.

mbuhan melalui Peningkatar Kualitas dan
241 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bag organisasi yang
datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa
depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
sebagai berikut;

I. Persaingan vang semakin ketat bagi Pelaku Usaha (UMKM) Dan
Koperasi:
2, Produk Koperasi dan [IMKM, sebagian belum memenuhi Kualitasproduk

baik nasional maupun Internasional,
Kondisi ekonomi yang fluktuatif;
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
Rendahnya kapasitas SDM pelaku UMEKM:
Penguasaan teknologi dan Informasi rendah;
Kepatuhan kelembagaan Koperasi rendah.

e i A

242 Peluang
Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi
(cksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang
dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai
benkut:
1. Pasar dalam da n luar negen terbuka bagi produk Koperasi Dan UsahaMikro Kecil
dan menengah;
2. Tersedianya akses Informasi dan teknologi;
3. Geogralis Kola Balam yang Strategis;
4. Kota Batam sebagai KEK kawasan ekonomi khusus sehingga diharapkan dapat
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menjadi prlot plan, scbagal mercusuar kawasan ckonomi berbasis service dan
digital yang dapat direplikasi pada beberapa wilayah Indonesia.

5. Kota Batam sebagai segitiga persimpangan untuk perdagangan antaralndonesia,
Malaysia. dan Singapura. Karena posisinya itu, Batam dikenal sebagai pusat
bisnis yang ramai dan salah satu pusatpanwisata MICE
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BAB Il
PERMASAL AHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 |Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PelayananPerangkat Daerah

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 lentang Pemenntah Daerahpasal
219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016tentang Perangkat
Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Dacrah kabupaten/kota membentuk badan untuk
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun pemetaan permasalahan berdasarkan penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan dacrah, vakni:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

I Masih rendahnva kualitas dan | 1. Kualitas SDM Tingkat kualitas SDM
kuantitas koperasi danusaha Koperasi
e Arah Kebijakan Koperasi dan
Usaha Mikro 1
| Masyarakat sadar untuk '

berkoperasi namun

I I kurang memahami perkoperasian
2. Produksifitas dalam Belum optimal dalam updafe data
pengembangan usaha Lokasi vang kurang stralegis

Tinghat kualitas produk Usaha
Mikro

Kurangnya modal bagi  Usaha
Mikro
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kola Bafam

Analisis isu-1su strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-
kejadian, fenomena-fenomena terkini vang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja
organisasi demikian juga dengan faktor imrernal dan eksiernal yang eksistensinya
mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Penentuan 1su-1su strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkanhasil evaluasi
terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil
evaluasi kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta tantangan ekfernal baik dan lokal
/ bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kota Batam
merupakan kota jasa dan perdagangan terbesar di Indonesia. Isu strategis merupakan
kondisi / keadaan saat ini vang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam
pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal
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seperti perkembangan demografi, ckonomi dan sosial secara menyeluruh,
Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan
Lisaha Mikro Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam

Aspek Capaian / Standar Faktor yang Mempengaruhi ‘Permasalahan
Kajian Kondisi | yang Internil Eksiernal Pelayanan PD
Saat ini Digunakan | (Kewenangan (Diluar Kewenangan
P PD)

) (2) LEL {4) (5) (6)
Hasil Analisis | Keakiifan TKK - Pendamping - Adanva wabah Masih
Gambaran koperasi anKoperasi pendemi yang terbatasnya
Pelayanan menurun dalam melanda secara jumlah tenaga
PD keaktifan nasional perkoperzsian

pelaporan - Kekuatan modal yang kompeten
- Pengawasn koperasi untuk |
koperasi - Regenerasi melakukan
dalam koperasi yg belum pembinaan
perijinan siap
(TUSPE dan
MIK)
- Pembinaa
n
Eompeten
s
parkopera
sin
Kontribust IKK - Pendamping - Adanya wabah - 'Terbatasnya
usaha mikro anpelaku pandemi yang dampak
belum usaha mikro melanda secara fasilitasi bagi
meninglat - TPelatihan dan nasional paningkatan
Pendamping - Globalisasi alses
an perdagangan permodalan
mievebaibkam usaha mikro
persaingan - Database
akar semakin usaha mikro
ketat masih befum
sepenuhnya
update dan
_ . detail
a Penumbuhan Rendahnya Regulasi bidang - Masih |
sil Kinerja Usaha kinerja Koperasi koperast masih terbatasnya
Analisis Koperasi belum konsisten jumlah tenaga
Renstra perkoperasian
K/IL dan yang kompeten
Renstra
Provinsi
Penumbuhan Rendahnya Paradigma
Wirausaha pertumbuhan pembengunan belum
Baru wirausaha sepaquhﬂ}ra
baru berorentasi
kewirausahaan

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
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Tabel 3.3

ANALISIS SWOT
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN / STRENGTHS (8)

PELUANG / OPPRTUNITIES (O) |

I Kewenangan untuk pengawasandan
pembinaan Koperasi dan Usaha
Mikro

2. Perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi untuk mendukung kegiatan
Koperasi dan Usaha Mikro antara [ain SIM
— KUM. ekobis, e-lokal marker, media
sosial koperasi dan usaha mikro dll.

3 Perhatian dan dokungan Pemernntah
dalam penyediaan fasilitas tempat
berusaha bagi pelaku usaha mikro,

4, Ketersediaan Dasar [Tukum, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Peraturandan
Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha
Mikro

Pertumbuhan jumlah koperasi dan
usaha mikro

. Tingginya perhatian pemerintah dan

animo masyarakat untuk pengembangan
produktifitas koperasidan UMEM

Muncul dan tumbuhnya usaha kreatil

. Peluang pertumbuhan pangsa pasarbagi

kegiatan usaha mikro ditingkat regional,
nasional dan inlermasional

. Kerjasama dan dukungan

stakeholder eksternal kepada
pelaku usaha mikro

. Kemampuan daya saing dan

semangat kewirausahaan pelaku
usaha mikro

KELEMAHAN / WEAKNES (W)

ANCAMAN / THREATS (T)

1. ualitas dan kuantitas SDM pembinadan
pengelola perkoperasian dan nsaha
mikro yang berkompetensi dibidangnya

2. Belum tersedianya data demografi
tentang pelaku usaha mikro di Kota
Batam

3. lLokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat
berusaha bagi pelaku usaha mikro yang
kurang startegis dan sarana prasarana
pendukung yang belum optimal,

4. Kualitas produk usaha mikro vang belum
optumal untuk bersaing dengan produk
usahal ainnya

. Dinamika perkembangan koperasi dan

aspeklegalitos yang mengakibatkan
timbulnya permasalahan hukum

. Meningkatnva persaingan antar para

pelaku usaha baik sesama pelaku usaha
mikro maupun dengan pelakuusaha
keeil, menengah dan besar

Pertumbuhan dan persebaran Pedagang
Kaki Lima (PKL) pada lokasi

— lokasi fasilitas umum dan muang publik
disekitar lokasi SWEK

. Meningkatnya produk impor dengan

harga yang lebih murah yang dapat
menggangu produktifitas dan

pemasaran produk usaha
mikro

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Berdasarkan identifikasi tugas dan fungsi serta idenufikasi permasalahan, maka

ditentukan penilaian faktor dari masing-masing pembobotan identifikasi permasalahan

tersebut seperti tabel berilkut.
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Tabel 3.4

Penilaian Faktor

PENILAIAN FAKTOR INTERNAL

~ NILAI
STRENGTHS URGENSI ;EA?{ET%L
Lol (BF)
Kewenangan untuk pengawasan dan s 0.09
S1 | pembinasnKoperasi dan Usaha Mikro
Perkembangan  lcknologi  komunikasi  dan 5 0.09
82 | informas uitok mendukung keyiatan Koperasi
| dan Usaha Mikro aniara lain SIM - KM, ekobis,
| e-lokal market, media sosial koperasi dan usaha
mikro dil
| 83 | Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam 3 0.06
penyediaan fasilitas tempat berusaha bagipelaku
usaha mikro
" S4  Ketersedinan Dasar Hukum, Standar 5 0.09
OperasionalProsedur ( SOP), Peraturandan
Pedoman tentang
Perkoperasian dan Usaha Mikro
WEAKNESS URGENS| FAKTOR
< (NU) (BF)
| W1 Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan 5 0.09
| pengelola perkoperasian dan usalia mikro yang
herkompetensi dibidangnya
W2 Belum tersedianya data demografi tentang 5 0.09
pelaku nsahamikro di Kota Batam
W3 Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempatberusaha 4 008
bagi pelaku usaha mikro vang kurang straregis
dan sarana prasarana pendukung vangbelum
| optimal
W4 | Kualitas produk usaha mikro yang belum 4 008
optimal untuk
bersaing dengan produk usaha lainnya
PENILAIAN FAKTOR EKSTERNAL
BOBOT
| CPPORTUNIES URGENSI FAKTOR
(NU) (BF)
01 | Pertumbuhan jumlah keperasi dan usaha 5 noe
mikro
02 | Tingginya perhatian pemerintah dan animo 3 0.00
mazyarakatuntuk pengembangan
produktifitas koperasi dan UMEM
03 | Muncul dan tumbuhnya usaha kreatil 3 0.05
04 | Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan 5 0,09
usaha mikro ditingkat regional, nasional dan
internasional
05 | Kerjasama dan dukungan stakeholder | 3 o0

eksternal kepadapelalu usaha mikro
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06 | Kemampuan daya saing dan semangat 4 0.07
kewirausahaanpelaku usaha mikro
THREATS un”t['.LEﬁsl FAKTOR
(NU) (BF)
T1 | Dinamika perkembangan koperasi dan 5 01
aspek legalitasyang mengakibatkan
| timbulnva permasalahan hukum
T2 | Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha 5 0.1
| baik sesama pelaku usaha mikro otaupun dengan
| pelaku usaha kecil,
menengah dan besar
T3 m:nﬂmhan dan persebaran PedaganpgKaki 3 N
(PEL) pada lokasi — lokasi fasilitas umum
dan ruangpublik disekitar lokasi SWK
T4 Meningkatnya produk impor dengan harga 3 0.08
vang lebilmurah vang dapal menggangu
praduktifitas dan
| pemasaran produk ussha mikro

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kofa BEatam

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahTerpilih
Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam  hal
menyelenggarakan urusan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi

Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan
Sejahtera”.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai benkut:

Bandar Dunia: Dimaknai sebagai kota diarahkan menjadi kota industn, perdagangan,
pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, seria atraktil’ bagi
pelaku bisms yang berpotensi menjadi "cenier of excellence".

Madani: Mengarahkan masyarakatnya vyang berkarakter, berperadaban, sopan
santun,disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep cnvil society.

Modern: Dimaknai sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak vang produktif, berdaya
saing, mandirl, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran,
rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Sejahtera: Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi
kondisi vang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman. merdeka serta

mampu mengakiualisasikan potensi ada.

3.2.2 Misi Kepala Daerah
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah vang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi
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merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa
yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses
pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas,
akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama, Mecwujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, melalw
peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunmkandan
keunggulan wilayah, dengan strategi:

|. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalu Penguatan TUUMEM
dan Industn serla pemingkatan investas:,

2, Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi Usaha Besar, UMEKM dan [KM.

3. Meningkatkan Pelayanan Investasi dan Kemudahan Berusaha,

4. Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam.

5. Menyusun Perencanaan Kegiatan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil
berdasarkan RTRW Kota Batam.

Misi Kedua, Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, didukung

infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman

sesual lata ruang, dengan strategi:

|. Melanjutkan percepatan  pembangunan infrastruktur, utilitas, dan pengendalian
banjir.

2. Menyediakansistem transportasi  perkotaan yang aman dan ramah
lingkungan.

3, Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota vang
terintegrasi.

4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri. ramah, aman.dan
TII}'HTI"IHJ'I,

Misi Ketiga, Mewujudkan SDM vang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif danBerakhlak

Mulia, dengan strategi:

—

. Meningkatkan pemerataan sector pendidikan dan keschatan.

I

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dankesehatan.

Ld

. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis.

o

. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi.

LA

Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai apama, seni danbudaya,

=

. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.
Misi Keempat, Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk
pemerataan dan sebaga penopang perekonomian Kota Batam, dengan strategi:
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1. Mempercepal pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan
aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland

2, Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi.

3, Meninpkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidanp ckonomi,
sumber daya manusia, dan legalitas lahan.

Misi Kelima, Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan

efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

dengan strategi:

. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis £-
Governmeni  yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan
berkualitas.

2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas,

3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN

5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan daerah. Misi yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro adalah misi 1 dan 3, yaitu misi 1 “Mewujudkan Pertumbuban Ekonomi vang

Berkeadilan™ dan Misi 3 "Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif

dan Berakhlak Mulia™

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan dan Mewujudkan SDM
vang berdava saing, berbudava, Produktif dan Berakhlak mulia, diantaranya dapat
diwujudkan melalui peningkatan kemampuan pendapatan masyarakat, Peningkatan
kemampuan ekonomi masyarakat harus didukung oleh berbagai Organisasi Pemerintah

Daerah (OPD). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai salah satu OPD

vang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi

dan Usaha Mikro.tentu dukungan terscbut akan diwujudkan melalui pembinaan pelaku
usaha di seclor UMKM. Peningkatan skala usaha dan jumlah pelaku usaha di sektor-
sektor dan UMKM sebagai dampak dari pembinaan kepada pelaku usaha sektor tersebut

tentu akan berdampak pada serapan usaha mikro yang kemudian akan berdampak pada
peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2.3 Janiji Politik dan Program Kepala Daerah
Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih memiliki janji politik dan program
priotas, dalam konteks pembangunan sector industry dan perdagangan Kota Batam, maka
tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait erat dengan
Program Priotas “Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi™

kaitannya dengan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
e e e e
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Usaha Mikro Kota Batam tergambar dalam label sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sinkronisasi Program Prioritas dan Janji Politik dengan
ProgramDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No | Program Prioritas Kegiatan Unggulan Pembangunan Pagu Indikatif (Rp)
1 2 5 4 &
1 | Percepatan Penguatan UMEM dan [KM Pemberdayaan usaha 5362118712
Pemulihan dan melalui menengah, usaha kecil,
Pemerataan dan usaha mikro
Pembangunan Memfasilitasi akses bagi
Ekonomi, UMEKM dan IKM ke pusat
perdagangan modern dan
internasional
Pemasaran dan promosi yang Program Pengembangan 10,132,934, 478
optimal UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah
Propinsi
Berdasarkan permasalahan pelavanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/Lberserta faktor
penghambat dan pendorong dapat dianalisa sebagai berikut:
Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/IL
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

RENSTRA PERUEAMAN DIN,

S EOPERASHDAN LISARA RIRD KO

BaTAM

Penangannya
o Saﬁ‘ﬂhlx:fh Permasalahan Sebagai Faktor
Renstrak/L "“"H'." PD Penghambat Pendorong
1 | Meningkatnya Tingkat kualitas Keterbatasan kualitas dan Kewenangan
kontribusi Usaha sbM kuantitas ~ SDM  Pembinan | untuk membina
Mikro dan koperasi E:rknpemsian dan Usaha koperasi dan
dalam perekonomian ikro Usaha Mikro
Keterbatasan kualitas Kompetensi
SDM di Koperasi pengawas
(anggota, pengurus, perkoperasian dan
pengawas) Usaha Mikro
Mekanisme penegakkan Animo masyarakat
sanksi, pembingan / untuk berkoperasi
Eemh&rc_jayann terhadap tan herwirausaha
| operasi kurang tegas
2 | Meningkatnya kinerja | Arah Kehijakan Rencana Induk Pengembangan SOP disctiap
kelembagaan dan Koperasi dan koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan
usahg koperasi Usaha Mikre —
LEma}m_yn kerjasama Data
koperasi d}'“m Perkembangan
penyampaian data berbasis [T (SIM -
KUM)
Masvarakat Jumlah koperasi produsen Pertumbuban
sadar untuk dan koperasi . jumlahkoperasi
sekunder masih sedikit




[ | berkoperasi Sarand prasarana Legalitas dan peluang
namun kurang pendukung operasional usaha koperasi
memahami

| perkoperasian
3 | Meningkatnya Belum optimal dalam | Database Usaha Mikro
dava saing Usaha update data belum update
Mikra Mokasi vang Lokasi Sentra Wisata Keberadaaan
kurang sirategis Kuliner kurang strategis Sentra wisata
kuliner
Tingkal kualiias Daya 1ahan berusaha bagi Pertumbuhan pasar
produk Usaha Mikre | pelaku Usaha Mikro lokal dan regional
| Kurangnya modal Banyaknya produk impor Muncul dan
bagi Usaha Mikio Tumbulinva industri
kreatif
Aleses permodalan dan Kerjasama
pernasaran stakeholdar eksternal
Pelaku Usaha Tidak semua Usaha Mikro kepada pelaku Usaha
Mikro tidak memiliki standarisasi produk Mikro
prosedural dalam
menjalani
bisnisnya

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kola Batam

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan Sasaran
Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan dapat dilihat dalam tabel

berikul.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra
Provinsibeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

RENS KOPERAS DAN |

Penangannya
Sasaran Jangka Permasalahan Sebagal
No |  Menengah Faktor
enstraProvi e —
SN Pala;lncaﬂnan PD Penghambat - Pendorong
(1) (> T @) i e e
1 Meningkatnya Mﬂsjrmﬂ':aE sadar uniuk | Jumlah koperasi " Animo masyarakat
jumlah KSP bﬂrk‘-’l‘iﬁe"ﬂ_l m‘m‘mmﬂﬂ produsen dan koperasi untuk berkoperasi
Sehat memahamiperkoperasian | cekynder masih sedikit dan herwirausaha
Sarana prasarana I !_.clgalitas dahn
du_k ‘ § l JREILATIE 1BANnA
pendukung operasiona o
2 Meningkatnya Arah Kebijakan Rencana Induk Kewenangan untuk
jumlah koperasi Koperasidan Usaha Pengembangan koperssidan | membina koperasi
it Mikio Usaha Mikro dan Usaha Mikro
Lemahnva kerjasama SOP disetiap
Koperasi dalam Kegriatan
| _ penyampaian data
3  Meningkatnya Tingkat Kualitas SDM Keterbatasan  kualitas dan | Kompetensi
apasitas SDM kuantitas SDM Pembinan | pengawas
operasi dan perkoperasiandan Usaha perkoperasian dan
saha Mikro Mikro Usaha Mikro
Keterbatasan kualitas
SDM di Koperasi (anggota,
Pengurus, Pengawas)

T PERLEAMARN DINA
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Mekanisme penegalkkan
sanksi, pembinaan/

pemberdayaan terhadap
koperasi kurang tegas

& |Meningkainya rasio | Belum  optimal  dalam | Database Usaha Mikro Data Perkembangan
volume usaha update data belum update berbasis IT (SIM —
terhadap modal KUM))

Lokasi yang Lakasi Sentra Wisata Keberadaaan

kurangstrategis Kuliner kurang SentraWisata

strutepis Kuliner

Tingkal kualitas Daya tahan berusaha bagi Muneul dan

prioduk Usaha Mikro pelaku Usaha Mikro ' Tumhbuhnya industri
kreatif

Kurangnva modal Akses permodalan dan | Kerjasama

bagi Usaha Mikro PETNASATEN stakeholder

Banyaknya Produk Tmpor | algiernal kepada

pelaku Usaha
Mikro

Pelaku Usaha Mikro ' Tidak semua Usaha Pertumbuhan pasar

tidak prosedural dalam memiliki memiliki lokal dan regional

menjalani bisnisnya standarisasi produk

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kegiatan industn di Kota Batam dalam jangka waktu 20 tahun mendatang diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan wilayah Batam lebih pesat.
Kegiatan industri secara simultan direncanakan mempunyai kontribusi terhadap:
a. Perkembangan perekonomian masyarakat Batam melalui penyerapan tenaga lokal.
b. Mendorong diversifikasi kegiatan yang mendorong berkembangnya potensi lokalkhususnya di
sektor pariwisata, Industri Galangan dan Industri Elektronik serta Kemaritiman di Kota Batam.
¢. Memberikan dampak berganda terhadap kegiatan di seklor perdagangan dan transportasi.
Struktur kegiatan industri di Kota Batam meliputi
a Industri Galangan Kapal merupakan industri besar
b. Industri Elektronik
¢. Industri Pariwisata
. Industri Skala Menengah Dan Besar
Pengembangan kegiatan industri berdasarkan skala kegiatan meliputi kegiatanindustri kecil,
menengah dan besar.Kegiatan industri skala menengah hingga besar diarahkan dalam
beberapa kawasan.
Kegiatan industri skala menengah dan besar direncanakan berupa industri Galangandan
Industri Pariwisata Pengembangan kegiatan industri skala besar diarahkan di Kecamatan
Sagulung, Batu Ampar Dan Kecamatan Nongsa
Kegiatan industri Elektronik menengah diarabkan di Kecamatan Sekupang, Batam Kota,
Sungai Beduk, Lubuk Baja dan Batu Ampar
2 Rencana Pengembangan Kegiatan Industri
Rencana pengembangan kegiatan industri yang tergolong dalam kegiatan pendukung sektor

DHANAN DINAY KDPERAST DAN USARS MIRRD KOTA BATAM



Pariwisata dan Kemaritiman di Kecmatan Galang, Nongsa, Bulangdan Belakang Padang.
3 Kegatan Industni Kecil
Beberapa industri kecil manufaktur yang dapal merambah pasar luar negeri dan nasional

kembali didorong.
a. Industri kecil yang merambah pasar luar negeri adalah industn kerajinan Tangan

b. Industri kecil lain vang dipasarkan di tingkat nasional antara lain adalah, anyaman tas, batik,

kerupuk, makanan ringan dll
4 Pengembangan Kegiatan Industri

Pengembangan kegiatan industri berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut: kegiatan
Indusiri kimia polutif dan kegiatan industri lain yang memberikan dampak limbah yang
mengganggu lingkungan diarahkan masuk di kawasan industrial estate, dengan pengelolaan
limbah secara terpadu.
Struktur kegiatan sektor perdagangan di Kota Batam meliputi :

a. Perdagangan Jasa

b. Perdagangan Umum

3.5 Penentuan |su-isu Strategis
Dari hasil penilaian dan pembobotan dapat dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan
tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, seperti pada

tabel berikut,
Tabel 3.8
Identifikasi Isu — Isu Strategis dari Sisi Eksternal
il T i IsuStrategls
No T e e === ==l e sk et O LSRN e
Intarmasiongl Dinamika Nasional 15 _Tamlka ReglonaliLokal Lain-ain

1 | Globalisasi Kaontribusi koperasi dan Jarmnan kemuodahan, fasilitas: =

perdagangan usaha mikro di Indonesia akses permodalan dan

cukup tinggi namun produk peningkatan jaringan pemasaran

I:gium memiliki value vang i koperasi dan pelaku usaha
tmge mikrs
2 | Pertumbuhan koperasidi Perkembangan teknolog -
Wegara maju sangat pesai - komunikasi dan informasi untuk
| mendukung kegiatan Koperasi dan
J | Adanya Masyarakat Dhaya saing koperasi dan Usaha Mikro - ecobis. e-lokal -

Exonomi ASEAN

standarisasi terhadap produk

markef, media sosial koperasi dan
usaha mikro dil

4 | Koperasi berhasis [daya saing koperasidi Peluang pangsa pasar dan =
internasional Indonesia masth meningkatnya persaingan
lemah

Permodalan dan pemasaran

produk usaha mikro

 Legalitas usaha mikro

bagi kegintan usaha mikro di
tingkat regional, nasional dan
mternasional

hEls

Su;nban' Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
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BAB IV TUJUAN
DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktiu 5(lima)
Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strateg
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan vang ingin dicapai dalam
pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-
2026 yaitu Meningkatkan peran Koperasi danUsaha Mikro untuk mewwudkan Perekonomian Kota
Batam vang merata dan inklusif.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. berupa hasil
pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dan pencapaian outcome programPerangkat Daerah.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta indikator
kinerjanva disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana rable berikut.

HENSTRA PERUGAN [NWAS KOFSHAS! AN LSAHA WTKRLE 00TA SATARM [W=1



oA PNLVE VLDN OHMW YHYSIT AV ISPHI40N SPNND NIRRT YHLGNTY
e e S e e R e ke R S S e B ol e e el B SR g F L Tl I T T e e e T e =]
‘mEElE oo e
jmyrreSsEm nlnse nabeia)
FATEITY TH S Iy ISTIALE uRp [ndEun Fuws wsTo)
s L unmmequesg Sfepm]  ownBuegsg meypfivaagsy
g |
Jee2ry O] TEOnaaL |
FEHEYR oIy EeChar] Jlieasy
g nyejad TLROUO ] CUqlATEYEE )
LA | WEDHET | M00AT | WACSE | MERYE | WHTIT | MerIT ¥ L g nfmmyRTagy
Y|
JTURIT] S UEE iy
Sel0 Ve | OER | SA0OR | tedURe | BL09r | DL | WADTL mngn) g
DIy
HIRET) FESTIE)
WIEDY | WELED | WEC'SE | WOL0S | SWREEF | Wb6'T | wBe'cl UG
F iy (yeiRep T iRas] L
RS | D FE aep sesdany
SC0%E | 00T | M00Er | WODTZ | wWorr | o0z | warsl UETGIIILI] s mémirEomagpyg
JUSTUUT LEP EjIIIUT TUmA
LI T e g e
iy uEsfpiinmal Sun
eues U eRdoy | oy wgesr| uep tsnadoy
WPEPE | SR IE | sezec | weiser | tertEE | %eeS0L | sl % VI A witsad ooy ey .
Jrsnppy |
e wpajy Fues weig
B IR 0]
e baiR's SOl HLL'S MTL'T MiTE HEND % T BRp] megeEoy ||
| H __ . 3
ts1) {rid e | W (e4) (ou) {8} {8 (1) 3 (s} ) {e) (t4] 1
_ _ — — |
8z0z sZ0z yT02 £202 Z20T L202 0z07
| Od NYHVSYS | ) yvuveys G ad NYArnL | v QWrdy NYNPAL ‘ON
= HOLYHIaN! NYNrLHOLYHIONI HOLYMIONI
*IH NMNHYL ¥OYd NYHYSYSINYNMNL YrEanie L398YL jjoseeg UETIES

wejeg eJ0y oI Byesn uep iseladoy seuiq
ueuelejad yebuauay eybuep veseses uep uening

L'v 18qeL




= WYLV EION DL VHYET NVE SV E3d0N SYAI0 MVHETNETd ViSnEY
e e e T e R 4 e A e SR P e I =Sy e S = ST sy =E SRS SEEE S == O s ===
WIRTRE B107 UBRMUDUONAIS
Jrjeany MUouoa ooy WIEE(T JIRaTy Muouoy
W N iR uRqafiue,] Wi vijzen nyead uBjnqunlag | oRjIAREs) CRI1a BAmE S
ARTIND) o5
BiBS[) UEp ‘(1033 ByEs) YeSusuap U
BYES(] UEBAEPIaqua,] weiSord BIES] $251U0) UBYuURIIa]
seradoy uveSunpuyzag
uep neEAepIaqua,] weidorg
uersERdong
UEIJE] UBp URNIPIpUS WiiBolgd
mseradoy
UBESNLIDIE,] UED UESEMETUS,] WEIFoL]
JisnpEu [eARjMm UBNEFONaY UEp UBYUNGY
TEp Bitrew Bued weieg 2oy siseqiag uenuwowcyasad uejerFay
{RISED UBIUoUOgaIad wennotoyaad uejpalnvau ISENJISI2AID TEp SEU[EnY IRjeyEuag
iseradoy iseradoy WR[EP 0Dy BYES ] UBR AOIun QIfEy FYES) uep njejepy uepipeayeq fued nuoueyg
ASIIS N URIBYSSHY] UBIE[IR] ureiBorg TSI UET NGO g smadony werad efmeyFuuay smiadoy velsd veyieySumagy UBYOQUINLIS ] UENPRTMaJY (e 15Ty
umiBord Qd Ueieses Jorexipu| Qd ueseses ad ueniny =W

ad uejeibey weiboid uep gd ueieses uep uenin] ‘Isijy uejieyiajey

Z'vi2qel




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KotaBatam,
strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam
pencapaian pembangunan daerah. Strategi dan Arah kebijakan akanmerumuskan perencanaan
yang komprehensil, sinkron, konsisten dan selaras dengan Visi dan Misi Walikota Batam dalam
mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan strategi didasarkan atas analisis faktor internal dan faktor eksternal yang
dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun faktor internal mencakup hal — hal yang
menjadi kekuatan dan kelemahan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup peluang dan
tantangan yang dihadapi, Analisis faktor internal dan eksternal di dalam menghasilkan strategi
dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Perumusan Strategi
Feluang : Ancaman :
Faktor Ekstemnal 1. Pertumbuban jumlah koperasi dan| 1. Dinamika perkembangan
usahamikro koperasi dan aspek legalitas yang
2 Tingginya perhatian pemerintah dan|  mengakibatkan timbulnva
animao masyarakat untuk|  permasalahan hukum
pengembangan produktifitas| 2 Meningkatnya persaingan  antar
koperasi dan LUIMEM para pelaku wsaha baik sesama
3 Muncul dan tumbuhnya usahe pelaky ussha mikro maupundengan
kreatil pelokn usaba keeil menengsh dan

4 4 Peluang pertumbuhan  pangsa|  besar

pasar begi kegiatan usaha mikro| 3 Perfumbuban  dan  persebaran
Faktor Internal ditingkat regionsl, nasional dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada
internasional lokasi - lokasi fasilitas umum dan
5. Kerjasama dan dukungan|  ruang publik disekitar lokasiSWE
stakeholder eksternal kepadapelaku | ¢ Meningkainya  produk  impor

usaha mikro dengsan harga yang lebih murahyang
6.Kemampuan daya saing dan| 98Pl menggengu produktifitas dan
semangzat dlrewimusahann it
duk usahamik
pelaku usaha mikio pe i)
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Kekuatan

1. Kewenangan untuk
pengawasan  dan  pembanaan
Keperasi dan Usaha Mikro

2 Perkembangan teknolog
komunikasi dan informasi untuk

mendukung kegiatan Koperasi dan
Usaha Mikro antara lain SIM -
KUM, ekobis, e-lokal market,
media sosial koperssi dan usaha
mikro dll

5. Perhatian  dan  dukungan
Pemerintah  dalam  penyediaan
fasilitas tempat berusaha bagl
pelaku usaha mikro seperti

1. Ketersediaan Dasar  Hukum,
Standar  Operasional  Prosedur
{SOP),  Peraturan  danPedoman
tentang Perkoperasian dan Usaha
Mikro

Alternatif Strategi (SO)
51:01,02

Meningkatkan produlktifitas
koperasi melalui peningkatan kualitas
SDM serta pengawasan  dan
pembinaan  secara  intensif dan
berkelanjutan

§2:03 06

Mengoptimalkan pemanfaatan TIK
untuk mendororg

pertumbuhan  usaha  kreatif dan

memperluas jangkavan

pemasaran sampai dengan nasional

dan internasional

8§3:05
Meninghkatkan dan
mengembangkan  kualitas, sarana

prasarana serta aksesibilitas fasilitss
tempat berusaha dengan pemanfaatan
sumber daya dan peningkatan
kerjasama antar stakeholder,

54:01,02 03
Pembuatan dan penyesuain produk
hukum (perda/perwali) untuk dapat
mengakomodasi perkembangan
koperasi, usahe mikro dan kreatil

Alternatif Strategi (ST)

S1: T

Melakukan  pengawasan  secara
intensif dan Meningkatkan peraturan

terhadap pelanggaranperkoperasian.

54:T4

Penyediaan produk hulom yang
menjamin dan mendukung
pengginaan produk local

52:T2

Mengembangkan aplikasi
berbasiz TIK yang dapatmendorong
kerjasama kemitraan antar pelaku

usaha nukro, kecil, menengah |
danbesar.

S53.54:T3 ,
Menegakkan peraturan daerah vang
terkait  dengan  keamanan  dan

ketertiban umum dan optimalisasi |
wilayah di Kota Batam l

Kelemahan

I Kualitas dan kuvantitas SDM
pembina dan pengelofa
perkoperasian dan usaha mikro
vang berkompetensi
dibidangnya

2 Belum tersedianya datademogral
tentang  pelaku osaha mikro di
Kota Batam

i Lokasi dan  aksesibilitas fasilitas
tempat berusaha bagi pelaku usaha
mikro vang kurang strategis dan
sarana prasarana pendukung yang
belum optirmal

4 Kualitas produk usaha mikro vang
belum optimal untuk bersaing
dengan produk usaha lainnya

| irs i (WO) W1 - 01

Meningkatkan  profesiopalismen dag
jumlah’ SDXM Pembina dan Pengelol
operasian dan Usaha Mikro.

W2 W4 :.01.0203 W2, W4 T2
Menyusun daln_ hase Menylapkan datahase pengembangan

koperasi dan laku k.u
P il PE

]% rmkm untukmend ng

]fh‘neﬁm, usaha n]gfﬁmd:nng al:;!ﬁﬂh1

feningkat in k a
kemitraan dan pamalpam nkhf erbagai v
stakeho pengemb

Artg
sarana prasarana da.n fasilitas berusa
bagi _{lgEalcu usaha rnl.klm dan usah

W5 04,
‘ﬁ—ienmgka‘t produkiifitas dan davy

g% usnha rmlcm melaiui pembinadn,
1han mpmgan urtuk
pemhﬂdavaan dan perluasan jarin
pemasaran sampai dengan ling
nasional d

internasio

LWTIWI : T1

M{'.nmika.tkan kualitas SDM untuk
mendu ung pelaksansan pengawasan
dan pembinaan koperasi secara
intensif dan berkalanjutan,

elaku usahs mikro
[I{I: termnsuk didalamnya
rjasama untuk menghindari
EFM K{ﬂ?an tidak sehat antara pelaku |

w313
Meiakuku peningkatan aksesabilitas
optimalisast aimllln minat
m%nnggl untuk dapat mengisi
yang masih kosong.

T'u'[ leathan kuali duk usaha
enin an kualitas
mJJim g ar dapat mar;]nlﬁji:ﬁ produk

g diminati masyarakal

dlha.ndm i dﬂﬂgmpmduk import. |

STRA AERLIEAH
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Berdasarkan pada perumusan alternatif strategi pada tabel 5.1 di atas maka alternative strategi tersebut
dapat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penyelarasan tujuan dan sasaran dengan

alternatif srategi yang dipilihdapat dilihat dalam tabel berikut.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan
dalam rangka percepatan proses pembangunan, Adapun prioritas program Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

11  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1  Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi/P’encrangan Bangunan kantor

1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Penycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.3.5 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milikk Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.4.1 Pengadaan Mebel

142 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.43 Pengadaan Sarana dan DPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1.5  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinankendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

REASTRA PERUBAMAN DINAS KQPERAS! DN LISAHA MWD KTITA GATAN V=i



2.1.1

3.1

3.1.1

4.2.1

wom R

5.1.1

6.1

6.1.1
6.1.2
6.13

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten Kota

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengawasan kekuatan, kesechatan, kemandirian, ketangguhan, serta
akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitasdan
Kompetensi SDM Koperasi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitasdan
Kompetensi SDM Usaha Mikro

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayvaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Pemberdayaan melalw Kemitraan Usaha Mikro

Fasilitasi Kemudahan Penizinan Usaha Mikro



6.1.4 Pemberdavaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
6.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

6.1.6 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

5 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

7.1  Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

7.1.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksidan
Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

RENSTRA PEALEAHAN DINAS KOPERAS QAN LISAMA MINAG KOTA aATAM VI-3
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tndikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPIMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Perumusan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yangmengacu

kepada tujuan dan sasaran RPIMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

2.

Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.
Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kola Balam
yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPIMD
Kota Batam tahun 2021-2026; dan

_ Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang

herkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota
Batam tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja Kﬂ;le
E:g: m“n Target Capaian Setiap Tahun Kinerj
No Indikator i . a pada
alchir
period
-]
RPJM
P | D
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) () (4) (5) (6) (7 (%) (9) (10)
"1 | Pertumbuhan | 17.39% 0,60% | 23.34% | 25,51% | 28,21% | 31.20% | 34,34% | 3434%
omezet koperasi
| dan Usaha Mikro | |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

IS KOPERASTE DAN LISARA AMINRD ROTA I




BAB VIII
PENUTUP

Disusunnya RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam ini scbagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kota Batam, dengan harapan dapat memberikan arahan, bimbingan atau
“guidance” serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja DISKUM Kola Batam. karena
RENSTRA SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA- SKPD dan
merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf DISKUM Kota Batam.
tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian
(Pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga
pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana yang akhirmya dapat
mewujudkan suatu perencanaan pembangunan Kota Batam Yang berkualitas dan terintegrasi
sclaras denpan rencana Kota Batam untuk menciptakan “Terwujudnya BatamSebagai
Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.

Batam, 12 Desember 2022
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- 'Kota Batam
-’.': _ == d[ )
| |_Llllr i Il
\Drs. SULEMAN NABABAN

NIP. 19630112 199103 1008

e e e A e - = e ]

RENSTRA PERUBAHAN DINAT KOHERAS) DAN LISAHA MIKRD KOTA DATAM VII-1



PEMERINTAH KOTA BATAM

14| DINAS KOPERAST DAN USAHA MIKRO

J1. Pramuka No.1 Sekupang Telp.(0778) 327137 Fax.(0778) 327137
http://diskum.batam.go.id e-mail : ukmbatam@gmail.com

BATAM Kode Pos 29422

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM
Nomor : KPTS. ¢/ A/DISKUM-BTM/XI/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA DAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO EOTA BATAM
TAHUN 2022

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam,
perlu disusun dokumen perencanaan Rsncana Strategis
(Renstra) dan Perubahan Renstra OPD untuk periode 1

(satu) tahun;

b. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan
Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Batam Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada point a
perlu menunjuk Tim Penyusun Renstra dan Perubahan
Renstra yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 1999 sebagaimana
telah dirubah terahkir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4274)

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002

tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

d.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700});

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

h.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

i. Peraturan Presiden Nomorbl8 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



k. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

0. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 lentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006
Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

p. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam
Tahun 2005-2025;

q. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);

r. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2016 Nomor 488).



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSEKAN :

: Pembentukan Tim Penyusun Renstra Kota Batam dan

Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Batam Tahun 2022;

- Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2022 terdiri dari pejabat
dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam Tahun 2022 dimaksud dalam diktum KESATU,
melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan
dokumen Renstra dan Renstra Perubahan Tahun 2022.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 3 November 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM

.i { wamg
o :
Drs. SULEMAN NABABAN
““Pembina Utama Muda
NIP. 19630712 199103 1 008




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM
NOMOR  : KPTS. C7A-/DISKUM-BTM/XI/2022
TANGGAL : 3 November 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM TAHUN 2023

Data Usaha Mikro

_rm — JABATAN DALAM
TIM
1 2 - 3
1 | Kepala Dinas Penanggungjawab
2 | Scktertaris Ketua
3 | Kasubbag. Perencanaan Program Sekretaris
4 | Kabid perizinan USP/KSP Pengawasan dan Anggota
Pemeriksaan
5 | Kabid Penilaian Kesehatan USP/KSP Anggota
6 | Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Anggola
| Koperasi
7 Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Anggota
Usaha Mikro
8 | Kasubbag. Keuangan Anggota
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Anggota
10 | Kasi lzin USP/KSP Anggota
11 | Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Anggota
12 | Kasi Penilaian Kesehatan USP Anggota
' 13 | Kasi Penilaian Kesehatan KSP Anggota
14 | Kasi Perlindungan Koperasi Anggota
15 | Kasi Usaha Koperasi Anggota
16 | Kasi Pengembangan Usaha Mikro Anggota
17 | Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan dan Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
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